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ABSTRAK

Kegiatan  perdagangan dimasyarakat sangat berkembang cepat. Transaksi e-
commerce tidak jauh beda dengan transaksi jual beli secara langsung atau konvensional.
Kontrak atau akad yang digunakan secara elektronik, karena penjual dan pembeli tidak
bertatap secara langsung. Hal ini sangat banyak kemungkinan adanya celah antara salah satu
pihak ataupun keduanya untuk melanggar atau melakukan tindakan yang merugikan. Maka
dari itu sangat diperlukan mengenai hak-hak terhadap konsumen dan sistem keamanan.

Perlindungan konsuumen sudah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Undang-
Undang Perlindungan Konsumen, dan mengenai transaksi secara elektronik sudah diatur
dalam UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu
Pemerintah juga mengeluarkan PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan
Transaksi Elektronik sebagai pelaksana dari UU ITE. Mengenai keamanan dalam transaksi
digital Mentri Komunikasi dan Informatika mengeluarkan Peraturan Mentri No. 12 Tahun
1016 tentang Registrasi Pelayanan Jasa Telekomunikasi. Sehubungan dengan hal tersebut
skripsi ini membahas mengenai sistem jual beli online yang aman dan merelevansikannya
terhadap pelaksanaan registrasi SIM Card, mengacu pada Hukum Islam (Muamalat), dan
Hukum Positif ( Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Dan Peraturan Mentri).

Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini metode Library research atau penelitian
pustaka yaitu dengan mengutamakan bahan perpustakaan yang terdiri dari data primer,
sekunder dan tersier. Penelitian pustaka ini lebih deskriptif-analisis.

Hasil dari penelitian ini dilihat dari normative bahwasanya problematika jual beli
online dapat diselesaikan dengan khiya>r ‘aib, dan jika melihat dari hukum positif
bahwasanya problematika jual beli kurang relevan mengenai sistem keamanan, masih banyak
celah dalam sistem registrasi simcard guna melancarkan dan memeberi keamanan transaksi
non-tunai, dan masih banyak celah dalamsistem jual beli secara online. Pemerintah harus
memiliki regulasi untuk mendirikan suatu lembaga guna melindungi konsumen khususnya
jual beli secara online. Pemilik usaha online harus mendaftrakan diri dan mengisi validitas
diri, pemerintah dapat memberikan nomor registrasi tersebut kepada semua calon konsumen
agar sebelum membeli dapat melihat identitas pemilik usaha dan barang jenis apasaja yang
diperjual belikan. Disini pemerintah dapat melakukan pengawasan yang lebih tertata dan
mudah khususnya dalam keamanan jual beli online.

Kata Kunci: Keamanan Dalam Jual Beli Secara Online.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk kelangsungan hidup manusia, Islam memuat ajaran-ajaran yang bersifat
koperhensif yang mencangkup semua bidang kehiduan, baik dibidang sosial, ekonomi,
politik. Sehubungan dengan hal tersebut, muamalat yang mana masuk dalam ranah ajaran
Islam, di dalamnya terkandung beberapa aspek ajaran meliputi persoalan hukum sampai pada

hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan pemutaran harta.

Masalah muamalat senantiasa berkembang dalam kehidupan masyarakat, tetapi dalam
perkembangannya perlu sekali adanya perhatian dan pengawasan untuk kelangsungannya.
Kaitannya dengan praktik bermuamalah didalamnya tentu ada hak dan kewajiban. Agar hak
dan kewajiban tersebut dapat berjalan dengan teratur maka diatur dengan hukum, guna
menghindari konflik antar berbagai kepentingan yang berbeda hukum tersebut kemudian

disebut hukum muamalat.

Kini perkembangan teknologi dan ekonomi sangat pesat, telah menghasilkan berbagai
jenis dan variasi dari masing-masing barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Dengan
digolongkan produk-prpduk sedemikian banyaknya melalui dukungan teknologi komunikasi
dan informasi, maka telah terjadi perluasan ruang gerak arus transaksi barang dan jasa yang
melintasi batas-batas wilayah suatu negara, baik yang berasal dari dalam ataupun luar negeri,
selain itu menyebabkan perubahan sosial yang sangat segnifikan berlangsung dengan cepat.
Hal ini sangat banyak dilakukan oleh masyarakat dengan adanya kecenderungan pola hidup

serba instan dan alasan kepraktisan, terutama dikota-kota besar di seluruh Indonesia.



Dengan adanya teknologi komunikasi dan informasi tentu akan menghasilkan dampak
positif dan negatif. Dampak positif akan mempermudah dan membantu manusia dalam
berbagai bidang. Namun, disisi lain akan timbul pikiran dan perbuatan dari pihak tertentu

dengan itikat tidak baik yang bertujuan mencari keuntungan dengan melawan hukum.

Internet dijadikan media informasi yang telah dipakai dan dimanfaatkan untuk
berbagai kegiatan, mengirim pesan, mencari data dan berita, menjelajah (browsing), dan
komunikasi jejaring sosial lainya termasuk dalam perdagangan. Suatu transaksi bisnis
(commerce) tidak lagi dilakukan secara langsung (konvensional) melainkan dapat pula
dilakukan dengan menggunakan jasa layanan internet dan teknologi elektronik lainnya,
transaksi perdagangan seperti ini dikenal dengan nama electronic commerce atau lebih

popular dengan sebutan e-commerce.*

Berbagai kendala yang dihadapi dalam pengembangan e-commerce semakin
kompleks seperti keterbatasan infrastruktur dan jaminan keamanan transaksi. Proses transaksi
secara online pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli secara
langsung. Transaksi secara online menggunakan kontrak jual beli yang disebut kontrak

elektronik.?

Jual beli dengan cara online dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu
sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dimana dan kapan saja untuk
memenuhi segala kebutuhan dan keinginan. Bagi penjuan ataupun produsen jual beli secara
online ini dapat memudahkan memasarkan barang tanpa harus memiliki lapak seperti toko,

pegawai dan sarana dalam menunjang penjualan.

! Menurut pasal 1 butir 2 UU No.11 Tahun 2008, Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang
dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

? Friska Muthi Wulandari, Jual Beli Online yang Aman dan Syar’I (Studi Terhadap Pandangan Pelaku
Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga), 2015.



Dalam implementasi jual beli melalui internet juga masih memiliki kekurangan atau
kelemahan khususnya mengenai tatacara transaksi yang diberlakukan dalam jual beli online,
karena sistemnya yang tidak mempertemukan secara langsung antara penjual dan pembeli.
Disini prinsip hukum yang berlaku dalam dunia nyata, seperti waktu dan tempat terjadinya
transaksi, serta kapan suatu transaksi dinyatakan berlaku menjadi sulit. Di dalam jual beli
online, seringkali terjadi kecurangan. Kecurangan-kecurangan tersebut dapat terjadi yang
menyangkut pelaku usaha, barang yang dibeli, harga barang, dan pembayaran oleh
konsumen.® Calon pembeli melihat barang yang akan dibeli sesuai yang diinformasikan atau
dipaparkan oleh penjual, dan akan terjadi kesepakatan, calon pembeli harus mentransfer
uang kepada penjual sejumlah harga barang yang disepakati dan ongkos kirim atau biaya
kirim, setelah uang transfer masuk maka penjual akan mengirim barang yang dibeli ke alamat

pembeli.

Sistem itulah yang menjadi celah besar bagi orang-orang yang tidak bertanggung
jawab untuk melakukan penipuan berkedok jual beli online, karena siapapun bisa mendaftar

dan mengakses situs-situs jual beli online dan sosial media, secara bebas dan gratis.*

Namun jual beli online tidak hanya terjadi di market place. Transaksi jual beli online
paling banyak justru terjadi di media sosial seperti facebook dan instagram. Porsinya pun
mencapai 43 persen atau lebih besar dari transaksi jual beli online di market place seperti

Tokopedia dan Bukalapak hanya 16 persen. Dan yang sangat disayangkan di media sosial

® Solihin, Perlindungan Hak-Hak Konsumen Transaksi Jual-Beli Online Perspektif Hukum Islam dan
Hukum Positif Indonesia. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

* MuchamadMasruri Dwiyanto Putro, Proses Penyidikan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penipuan
Jual Beli Online Di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta,2014.



tidak memiliki sistem yang jelas dan akuntabel dan tidak aman. Selain itu, pemerintahpun

kesulitan untuk melakukan pengawasan.®

Media sosial yang berawal hanya untuk kepentingan pribadi namun pada saat ini
sudah mengarah pada suatu transaksi bisnis berupa jual beli. Salah satu media sosial yang
dapat digunakan untuk jual beli yaitu media sosial instagram. Instagram yaitu sebagai media
sosial untuk membuat foto dan mengirimkannya dalam waktu yang sangat cepat. Jual beli di
instagram ini menjadi alternatif yang menarik dan sangat dimunati bagi pembeli pada saat ini
khususnya perempuan. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Pew Research
Center dalam penelitiannya menyatakan bahwa pembeli tertarik melakukan transaksi melalui
media instagram ini karena mudah mencari barang yang diinginkan, dapat membandingkan
harga, kemudian pembayaran yang dilakukan cukup mudah hanya dengan transfer, dan hanya
menunggu barang datang. Transaksi jual beli ini atas dasar rasa kepercayaan satu sama lain
karena bagaimanapun transaksi jual beli tidak lepas dari masalah perjanjian. Oleh karena itu,
perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak dilakukan secara elektronik, dan tidak ada
berkas perjanjian seperti pada transaksi jual beli pada umumnya. Kondisi seperti ini tentu

dapat menimbulkan berbagai akibat hukum dengan resikonya.®

Terbukanya pasar bebas akibat dari pasar globalisasi ekonomi yang ditandai pesatnya
teknologi dalam dunia bisnis, maka kondisi dan fenomena ini dapat mengakibatkan
kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada
pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi obyek aktifitas bisnis demi untuk memperoleh
keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, sistem

pemasaran, serta penerapan perjanjian standar yang dapat merugikan konsumen.’

*http:www,inews.id/finance/read/idea-tuntut-jual-beli-online-di-media-sosial-dikenakan-pajak
6http://digiIib.unilz:l.elc. i1d/26207/3/SKRIPSI1%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf



Secara historis, konsumen dianggap pihak yang lebih lemah dam transaksi bisnis
sehingga aturan-aturan serta regulasi khusus dikeluarkan untuk melindungi kepentingan
konsumen. Tidak diragukan bahwa dengan pesatnya e-commerce, pengembangan
infrastruktur hukum dan pengawasan sangat diperlukan. Dengan demikian, mekanisme
hukum perlu dikembangkan untuk menjadikan transaksi e-commerce efisien dan aman, serta
terbina secara hukum.®Perkembangan jual beli secara online yang bergulir sangat pesat ini
tentu harus dapat diikuti dengan regulasi dari pemerintah agar pada akhirnya tidak

merugikan konsumen dan produsen.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Rony Primanto menanggapi
maraknya jual beli online juga memiliki kelemahan selain konsumen tidak dapat melihat
bentuk asli benda yang di yang dibeli, ukuran yang tidak sesuai, mutu barang dan masih
banyak hal-hal yang lain. Kelemahan lainnya, pemerintah belum belum bisa mendata
seberapa jauh pertumbuhan perdagangan secara online dan pembayaran pajak dan regulasi
bisnis online yang harus segera dibuat. Aturan-aturan bagi konsumen maupun produsen
bisnis online. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DI'Y, Andung Prihadi Santoso
menanggapi bahwa alangkah baiknya apabila ada regulasi yang jelas, sehingga pengawasan
lebih mudah dilakukan. Salah satunya melakukan cek dan ricek dengan melibatkan instansi

terkait.

Pakar Informasi dan Teknologi, Wing Wahyu Winarno, menghimbau kepada
pemerintah untuk mendorong perkembangan bisnis online, selain itu ada sistem dan regulasi

yang mengatur mengenai perdagangan online yang berpotensi ke arah penipuan.®

" Solihin, Perlindungan Hak-Hak Konsumen Transaksi Jual-Beli Online Perspektif Hukum Islam
dan Hukum Positif Indonesia. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2014.

® Abdul Halim Barkatullah, Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-commerce
Lintas Negara Di Indonesia, (yogyakarta: FH Ull, 2009), him. 92

° Kedaulatan Rakyat, 08 Maret 2018, hal 1 dan 11



Perlindungan hukum bagi konsumen menghadapi tantangan besar dari revolusi
tansaksi e-commerce. Tanpa kepastian hukum dan perlindungan konsumen dan bahkan tanpa
adanya kebijakan-kebijakan, maka Indonesia hanya akan menjadi ajang dumping barang dan

jasa.

Melihat permasalahan pada sistem jual beli secara online, penulis merelevansikan
dengan kebijakan pemerintah tentang pemberlakuan peraturan registrasi kartu prabayar
dengan validasi data. Penetapan ini diatur dalam Peraturan Mentri Kominfo Nomor 12 Tahun
2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang terakhir diubah dengan
Peraturan Menri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017. Registrasi ini merupakan upaya
pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan nomor pelanggan terutama pelanggan prabayar
sebagai komitmen pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen
serta untuk kepentingan national single identity.'° VValiditas nomor prabayar pengguna ini
juga berimbas ke perekonomian, salah satunya mendorong transaksi non-tunai menjadi lebih
aman dan inklusif. Dengan data nomor kartu SIM yang jelas, semua transaksi elektronik
bakal bisa dipertanggungjawabkan karena semua pemiliknya bisa diketahui dilacak. Tidak

ada anonimitas disana.**

Berangkat dari latar belakang diatas penulis bermaksud mengkaji tentang jual beli
online yang aman untuk konsumen ditinjau dari hukum Islam, peraturan perundang-undangan
dan kebijakan pemerintah, maka penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul “Kebijakan
Pemerintah Tentang Registrasi Sim Card dan Relevansinya dengan Sistem Jual Beli Online

Yang Aman (Tinjauan Yuridis Dan Hukum Muamalat)”.

10 https://www.kominfo.go.id/content/detail/10874/siaran-pers-no-187hmkominfo102017-tentang-
pemerintah-akan-berlakukan-peraturan-registrasi-kartu-prabayar-dengan-validasi-data-dukcapil/O/siaran_pers

https://kumparan.com/@kumparantech/registrasi-sim-card-bersifat-wajib-ini-3-tujuan-utamanya


https://www.kominfo.go.id/content/detail/10874/siaran-pers-no-187hmkominfo102017-tentang-pemerintah-akan-berlakukan-peraturan-registrasi-kartu-prabayar-dengan-validasi-data-dukcapil/0/siaran_pers
https://www.kominfo.go.id/content/detail/10874/siaran-pers-no-187hmkominfo102017-tentang-pemerintah-akan-berlakukan-peraturan-registrasi-kartu-prabayar-dengan-validasi-data-dukcapil/0/siaran_pers

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah pokok yang

akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Bagaimana saja problematika jual beli secara online?
2. Bagaimana relevansi kebijakan pemerintah tentang registrasi Sim Card terhadap

pengaruh jual beli secara online yang aman?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari pokok masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai yakni:

a. Untuk mengetahui problematika jual beli secara online.
b. Untuk mengetahui relevansi kebijakan pemerintah tentang registrasi Sim Card
terhadap pengaruh jual beli online.
2. Kegunaan Penelitian
Berdasarkan tujuan yang diinginkan, maka hasil dari penelitian ini diharapkan akan

memberikan manfaat dari segi teoritis (akademis) maupun Praktis berupa:

a. Kegunaan Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam
mengembangkan hukum bisnis, khususnya dalam jual beli secara online yang aman bagi

konsumen.

b. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan bagi masyarakat, pelaku usaha,

dan konsumen, sifatnya aplikatif dan dapak diterapkan.



c. Kebijakan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran terhadap
regulasi atau peraturan terhadap jual beli secara online yang aman khususnya terhadap

konsumen.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terhadap jual beli online di Indonesia tentu bukan sesuatu yang baru,
banyak penelitian sebelumnya yang membahas tentang hal ini dan di temukan dalam
berbagai media baik cetak maupun elrktronik, dalam bentuk buku maupun jurnal dalam

pendekatan melalui hukum Islam maupun hukum positif.

Adapun karya-karya ilmiah yang relevan dengan topik yang penyusun angkat, antara

lain:

Pertama, Solikhin, di dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hak-Hak
Konsumen Tansaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia”.
Menguraikan, tentang konsep perlindungan hak-hak konsumen tansaksi e-commerce dalam
hukum Islam berdasarkan asas keseimbangan, keadilan dan prinsip-prinsip muamalah, yaitu
hak tanpa paksaan, kehalalan produk, kejelasan informasi dan harga, menghindari

memudaratan dan hak khiyar.

Perlindungan hak-hak konsumen e-commerce dalam hukum positif mempunyai tujuan
yang sama dengan apa yang ditawarkan dalam Islam, yaitu menciptakan keseimbangan
antara pelaku usaha dan konsumen dan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak

konsumen.



Perbedaan dalam aturan hukum terletak pada pengertian konsumen dan pelaku usaha,
dalam Islam tidak dikenal konsumen akhir dan perantara, Islam juga tidak membedakan
konsumen perorangan atau badan hukum seperti halnya dalam UUPK. Islam tidak membatasi
waktu pertanggung jawaban yang merugikan konsumen, dalam UUPK dibatasi pertanggung

jawabannya dalam jangka waktu 4 tahun setelah pembelian.*?

Kedua, Friska Muthi Wulandari, didalam jurnalnya, “Jual Beli Online yang Aman dan

Syar’i (Studi terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa dan Alumni
Fakultas Syar’iah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga)”. Menjelaskan tentang Jual Beli Online
melalui transfer via ATM aman dilakukan jika resi bukti transfer difoto dikirim kepada
penjual, begitu juga bukti kirim yang ditujukan kepada pembeli. Selain itu dilakukan dengan
menggunakan sistem COD (Cash On Delivery) karena pembeli dapat melihat langsung
barang yang diinginkan untuk menghindari adanya cacat barang. Pelaku bisnis online juga
dapat menggunakan rekening bersama (rekber) sebagai pihak ketiga dalam transaksi online

guna untuk meminimalisir resiko yang sering terjadi dalam jual beli online.*®

Ketiga, Muchamad Masruri Dwiyanto Putro, didalam skripsinya,”Proses Penyidikan
Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Di Polda Daerah Istimewa
Yogyakarta”. Tingginya aktifitas jual beli online di DI'Y menyebabkan banyak sekali kasus
penipuan jual beli online, yang diperkirakan akan meningkat disetiap tahunnya. Proses
penyidikan dalam pembuktian tindak pidana jual beli online oleh Polda D1Y dilakukan sesuai

dengan Undang-Undang yang berlaku.

2Sholihin, “Perlindungan Hak-Hak Konsumen Transaksi Jual-Beli Online Perspektif Hukum Islam
dan Hukum Positif Indonesia”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

3 Friska Muthi Wulandari, “Jual Beli Online yang Aman dan Syar’l (Studi Terhadap Pandangan
Pelaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga)”,
2015.



Proses melalui beberapa tahap yaitu penyidik melakukan penyidikan, penangkapan,
penahanan dan penyitaan karena dalam kasus ini berhubungan dengan barang bukti
elektronik penyidik juga melakukan digital forensik agar barang bukti elektronik terjaga
keotentikan dan bukti elektronik bisa dipertanggungjawabkan. Di dalam melakukan proses
penyidikan, penyidik juga mengalami banyak kendala di antaranya, salah satunya sulitnya

melacak pelaku, karena biasanya pelaku mencggunakan identitas palsu.'*

Keempat, Badru Zaman, di dalam skripsinya ,”Mencegah Mudharat dalam Transaksi
E-Commerce (Perspektif Hukum Islam)”. Bahwa UU ITE tahun 2008 tidak sepenuhnya dapat
memberikan fungsi perlindungan, karena masih terdapat gejala yang dapat menimbulkan
peluang kemudharatan. Namun, dharurat e-commerce masih dapat ditanggulangi . beberapa
sistem keamanan yang rawan tidak dapat dihapuskan begitu saja, karena menyangkut
pertimbangan kebiasaan dan kebutuhan masyarakat. Perlunya upaya-upaya yang bersifat
rekonstruksi dan preventif, guna mempertahankan kelangsungan e-commerce pada

masamendatang.™

Kelima, Septiana An’afi, di dalam skripsinya,”Transaksi Jual Beli Melalui E-
Commerce Perspektif Hukum Islam”. Meneliti tentang bagaimana prosedur atau proses e-
commerce dan upaya penyelesaian masalah di PT. Aseli Dagadu Djokdja. Dan dalam
melakukan e-commerce Dagadu diterima oleh masyarakat dikarenakan atas kejujuran

informasi yang diberikan dan bertanggung jawab. Selain itu dalam transaksi jual beli melalui

¥ Muchamad Masruri Dwiyanto Putro, “Proses Penyudikan dalampembuktian Tindak Pidana
Penipuan Jual Beli Online di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, 2015.
° Badrun Zaman, “Mencegah Mudharat dalam Transaksi E-Commerce (perspektif Hukum
Islam)”, 2010.



e-commerce di PT. Aseli Dagadu Djokdja tidak menyimpang dari Hukum Islam dikarenakan

sudah memenuhi prinsip, kaidah dan syarat jual beli dalam hukum Islam.*®

Setelah dikaji dari beberapa karya ilmiah yang membahas tentang jual beli secara
online baik berupa buku, tulisan maupun skripsi sejauh ini penyusun belum menemukan
pembahasan yang secara spesifik membahas tentang keamanan dalam jual beli online yang
ditinjau secara yuridis, normatif dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Oleh karena itu

penyusun mencoba membahas dalam bentuk skripsi.

E. Kerangka Teori

Islam mengatur bagaimana perilaku manusia dalam melakukan kegiatan-kegiatan
bisnis yang membawa manusia dapat memberi manfaat dan berguna bagi kemaslahatan.
Berdasarkan hal itu Islam memberikan jalan bagi manusia untuk melakukan berbagai

improvisasi dan inovasi melalui sistem dan teknik dalam perdagangan.

Jual beli sangat dianjurkan dalam Islam selama tidak mengandung unsur riba. Hal ini

di dasarkan pada firman Allah SWT Al-Bagarah:275
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Al-Qur’an telah memberikan penjelasan berkaitan dengan jual beli, bahwa jual beli itu

tidak diperbolehkan jika mengandung unsur pemaksaan dan tipuan. Iniartinya jual beli harus

1° Septian Na’afi, “Transaksi Jual Beli E-Commerce Perspektif Hukum Islam (Studi PT. Aseli
Dagadu Djokdja)”, 2011.
' Al-Bagarah(2): 275.

18 Al-Bagarah(2): 198



berdasarkan atas prinsip saling rela dengan melibatkan unsur suka sama suka tanpa adanya
paksaan antara penjual dan pembeli dalam bertransaksi. Dan senantiasa menepati janji,
menunaikan amanah serta melarang kita untuk memakan harta secara bathil. Hal ini

didasarkan pada firman Allah SWT:
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Al-Qur’an selalu memerintahikan kita untuk senantiasa berperilaku baik terhadap

sesama manusia dengan memenuhi janji.
20T 5 gl | gh gl | giale o) Ly

Al-Quran juga melarang kita dari merugikan orang lain seperti khianat, curang dalam

berdagang dan mengurangi timbangan serta takaran.
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Hukum muamat Islam mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh
Al-Qurandan Sunnah Rasul.

2. Muamalat dilakukan atas dasar rela tanpa mengandung unsur paksaan.

3. Muamalat dulakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghadirkam
mudharat dalam masyarakat. Dengan demikian maka segala hal yang dapat membawa

mudharat harus dihilangkan.

% An-Nisa’ (4): 29
20 Al-Maidah (5): 1

2 Hud (11): 85



4. Muamalat harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari

unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan.?

Islam mempunyai prinsip yang menjadi asas perjanjian dalam hukum Islam dibidang

muamalat:®
1. Asas kebolehan (Mabda’ al-1lba>h}ah)
2. Asas kebebasan berakad (Mabda’ h}urriyah at-Ta a>qud)
3. Asas konsensualisme (Mabda’ ar-Rad>}a>iyyah)
4. Asas janji itu mengikat
5. Asas keseimbangan (Mabda’ at-Tawa>zun fi> al-Mu ‘a>wadah)
6. Asas kemaslahatan (Tidak memberatkan)
7. Asas amanah
8. Asas keadilan

Salah satu bentuk jual beli yang diperbolehkan dalam Islam yaitu jual beli dengan

cara pemesan, atau lebih dikenal dengan “Salam”. Secara rinci mengenai syarat-syarat salam

telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yaitu berdasarkan fatwa

DSN MUI No.05/DSN-MUI/1V/2000 sebagai berikut:

=

Kuantitas dan kualitas barang sudah jelas.

Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.
Barang yang dijual, waktu dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.
Pembayaran barang dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.

Selain itu di dalam UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hak-hak

konsumen diatur didalam Pasal 4, yakni:**

22 Ahmad Azhar Basyri, Asas-Asas Hukum Muamalat, (yogyakarta: FH U1, 1990), him. 15-16.

2 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: Rajawali Pers,2010), him.83-92.



1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan
atau jasa.

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang barang dan/atau
jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
dan/atau jasa.

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang
digunakan.

5. Hak untuk mendapat advokasi perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa
perlindungan konsumen secara patut.

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

8. Hak untuk mendapat konpensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang
dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana
mestinya.
UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban pelaku usaha

diatur didalam Pasal 7, yakni:*®

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan

berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

# pasal (4) UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlundungan Konsumen

 pasal (7) UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen



5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang
dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat
dan/atau yang diperdagangkan.

6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan,
pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang
diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dan di dalam UU ITE disebutkan:

“Pemanfaatan Tekologi Informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan
asas kepastian hukun, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi

atau netral teknologi.”26

Di dalam pedoman perlindungan bagi konsumen yang dikeluarkan Perserikatan
Bangsa-Bangsa (UN-Guidelines for Consumer Protection) melalui resolusi PBB No. 39/248
pada tanggal 9 April 1985, pada bagian Il tentang Prinsip-Prinsip umum, nomer 3
dikemukakan bahwa kebutuhan-kebutuhan konsumen yang diharapkan dapat dilindungi oleh

setiap negara di dunia adalah:*’

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

b. Mengankat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses
negatif pemakaian barang dan atau jasa.

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-

haknya sebagai konsumen.

% pasal (3) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

*" https://prezi.com/hu8-otndigdk/consumer-protection/



d. Menciptaka sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum
dan keterbukaan informasi serta akses dalam mendapatkan informasi.

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen
sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi

barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusuanan skripsi ini dibutuhakan metode yang sesuai terhadap hal yang
akan diteliti agar penelitian berhasil dengan baik. Metode penelitian yang akan digunakan
penyusun sebagai sumber rujukan agar penelitian menjadi terarah dan mendapatkan

kebenaran obyektif. Adapun penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan digunakan dalam penyusyna skripsi ini adalah penelitian
kepustakaan (library research), yaitu suatu penelitian yang sumber faktanya diperoleh dari
sumber tertulis, mencakup buku-buku, unadang-undang, kitap fikih, jurnal, ensiklopedi, dan

karya-karya tulis yang lain yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifat penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah
diskriptif analitik, yaitu menggunakan data mengenai persoalan yang masih berkaitan dengan
obyek penelitian dan menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif
terhadap sistem keamanan dalam jual beli online yang aman bagi konsumen, dan kebijakan

yang diberikan.

3. Metode Pengumpulan Data



Jenis penelitian adalah kajian pustaka. Maka dari itu, konstruksi pembahasan dalam
rangka pengumpulan data dititik beratkan pada literatur-literatur yang terdapat sinkronisasi

dengan tema dan topik pembahasan penelitian.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi dalam penelitian

sebagai berikut:

a. Undang-Undang yang masih berkaitan dengan obyek penelitian ini.
b. hasil penelitian yang brerkaitan dengan obyek penelitian tentang jual beli online,
perlindungan konsumen dan kebijakan-kebijakan.

c. Media cetak dan internet yang berkaitan dengan jual beli online.
4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif,
yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji masalah tentang sistem jual beli online
yang aman bagi konsumen berdasarka pada ketentuan hukum yang ada dalam Hukum Islam
yang bersumber pada Al-Quran, Hadis, ijma dan ketentuan hukum positif serta kebijakan-

kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan jual beli secara online.

5. Analisis Data
a. Induktif
Yaitu dari data-data umum yang terkumpul, kemudian ditarik suatu kesimpulan.
Selanjutnya menganalisis data-data yang sudah terkumpul dan kemudian disimpulkan
sementara(hipotesa). Terakhir kesimpulan, menganalisa yang diharapkan dapat menghasilkan

harmonisasi penulisan yang lebih dan mengerucut.

G. Sistematika Pembahasan



Dalam penyusuna skripsi ini, penyusun menggunakan pokok-pokok pembahasan
secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan pada tiap-tiap bab terdari dari sub-sub bab

sebagai rinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan membuat latar belakang masalah, yang berisi tentang
munculnya permasalahan yang akan diteliti. Kemudian diteruskan dengan pokok masalah
atau rumusan masalah, yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar
belakang masalah. Tujuan yang hendak dicapai dan kegunaan yang diharapkan dalam
tercapainya penelitian. Telaah pustaka sebagai penulusuran literature yang telah ada
sebelumnya. Kerangka teoritik sebagai alat analisis terhadap pokok masalah dan kerangka
berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah. Metode penelitian merupakan
penjelasan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data, serta menganalisis

data. Sistem pembahasan sebagai upaya memudahkan dalam penyusunan.

Bab kedua, penyusun menggambarkan tentang tentang sistem jual beli online. Status
hukum islam dan hukum positif menjadi bagian penting dalam bab ini, mengenai syarat dan
rukun jual beli, hak-hak konsumen, perlindungan konsumen yang ada dalam hukum positif
dan hukum Islam. Selain itu aspek pokok perlindungan konsumen mengenai keamanan dalam
jual beli online di dalam UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah dan
Peraturan Mentri. Mengetahui sejauh mana peran pemerintah dalam melindungi para pelaku
jual beli online, misalnya keabsahan dan legalitas dokumen elektronik. Pada akhirnya tujuan

dari pemahaman awal sebagai pertimbangan pada selanjutnya.

Bab ketiga, tinjauan diarahkan kepada kelemahan sistem dan celah yang terjadi.
Problematika dan faktor penyebab dalam masalah sistem keamanan dan adanya payung

hukum yang menjadi rujukan. Topik ini menjadi penting , guna membandingkan antara



urgensitas yang terdapat pada Bab Il dengan bab berikutnya mengenai upaya

penanggulangan, dan terdapat ulasan terhadap potensi keamanan dalam jual beli online.

Bab keempat, masalah yang terkait dalam sistem hukum positif dan dikombinasikan
kedalam Hukum Islam serta peran pemerintah, dan menganalisa sistem keamanan. Formulasi
tersebut guna memberikan titik terang dalam upaya yang harus dilakukan sebagai bentuk
penanggulangan. Bentuk yang mengenai penegasan terhadap keamanan dalam jual beli
online. Hal ini dapat menjadi jawaban atas potensi yang sudah dibahas dalam bab

sebelumnya.

Bab kelima, penutup penelitian terletak pada bab ini, berisi kesimpulan bab-bab
sebelumnya, saran berupa catatan-catatan kritis. Kesimpulan disusun terkait segala hal yang

menyangkut pernyataan, yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dan analisa pada bab sebelumnya, maka penyusun

menyimpulkan:

a. Simtem atau konsep perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce menurut Islam
yaitu ajaran yang telah menawarkan asas-asas yang mendasar dan petunjuk bagi orang-
orang yang beriman untuk senantiasa berbuat kebaikan dan berperilaku etis dalam bidang
bisnis. Asas-asas dan petunjuk dalam Islam tersebut dapat diklasifikasikan dalam empat
macam Yaitu tauhid, keadilan, kebebasan berkehendak dan pertanggungjawaban. Dalam
asas tersebut hal yang mendasari dari adanya etika dengan tolak ukur kejujuran,
kepercayaan, ketulusan, dan memberi rasa aman dan nyaman atau rasa saling rela bagi
kedua belah pihak. Kehati-hatian menjadi factor yang sangat penting bagi setiap orang
dalam melakukan transaksi, apalagi mengenal karakteristik e-commerce. Bagi konsumen
maupun penjual harus menjauhi aktifitas jual beli yang dapat membahayakan atau tidak
memberi rasa aman kedua belah pihak., karena dalam Islam mudharat harus dihilangkan.
Islam juga mengajarkan khiyar dalam muamalah khususnya jual beli, khiyar ‘aib ini
sangat penting dalam upaya melindungi hak-hak konsumen dalam jual beli secara online,
dimana posisi konsumen seringkali dirugikan oleh pelaku usaha yang berlaku curang,

dalam hal penipuan atau yang lain.
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b. Payung hukum di Indonesia mengenai perlindungan konsumen dan sistem transaksi
secara online sudah ada, namun hal itu belum menjamin seutuhnya akan sistem
perlindungan konsumen. Pemerinta memiliki andil yang besar dalam hal pembuatan
regulasi mengenai keamanan jual beli secara online. Banyak celah dalam sistem jual beli
online melalui marketplace maupun di sosisl media. Merujuk pada regulasi registrasi sim
card yang dibuat oleh pemerintah juga memiliki celah dimana pelanggan dapat berganti-
ganti nomer dengan mudah dengan cara di unreg ataupun satu NIK dan satu Nomor

Kartu Keluarga dapat dipakai untuk tiga nomor.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diurai sebelumnya, maka peneliti memberikan saran

mengenai masalah yang terkait, yaitu:

a. Bagi pemerintah

Penyusun hanya dapat memberi saran kepada pemerintah agar lebih memperhatikan
kembali sistem jual beli secara online yang aman bagi konsumen. Karena masih banyak celah
dan kelemahan dalam keamanan bertransaksi jual beli secara online. Pemerintah dapat membuat
suatu lembaga yang berwenang dalam pengawasan perlindungan konsumen khusus dalan jual
beli online. Membuat regulasi pendaftaran bagi pelaku usaha dalam jual beli online, agar

konsumen atau calon pembeli juga dapat mengakses mengenai validitas diri pelaku usaha.

b. Bagi konsumen
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Penyusun hanya memberi saran kepada konsumen, smart buyer atau dapat diartikan

sebagai pembeli yang cerdas.

Beberapa tips menghindari penipuan dalam jual beli online:

a) Teliti dalam melihat atau mencari tau lebih lanjut tentang barang yang akan dibeli
b) Membaca keterangan yang diberikan oleh penjual tentang informasi mengenai barang
yang dijualnya
¢) Hubungi via whatsapp, jangan via DM karena saat pembeli diblokir maka tidak
mempunyai bukti.
d) Selalu tanyakan nomor whatsapp jika penjual tidak mencantumkan pada bio ataupun
pada diskripsi barang yang dijual.
e) Meminta bukti barang sebelum dikirim serta selalu meminta bukti resi pengiriman.
f) Lihat testimony pengiriman barang dan kepuasan pelanggan sebelumnya.
g) Jangan melihatdari banyaknya follower karena tidak menjamin online shop tersebut
trusted (penjual yang terpercaya atau bukan penipu)
h) Sebelum transfer lebih baik mengecek nomer rekening penjual, ada beberapa situs
online yang dapat untuk mengecek no rek seperti, kredibel.co.id atau cekrekening.id.
c. Bagi Pelaku Usaha
a) Pelaku usaha dapat memasang foto ataupun vidio yang jelas, tidak buram, dan
menarik perhatian konsumen.
b) Memberikan informasi yang jelas dengan bahasa yang mudah dipahami dalam
berbagai kalangan.
c) Memberikan pengarahan bagaimana cara order.

d) Mencantumkan contact person admin atau pemilik usaha.
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e) Memberikan informasi melalui ekspedisi yang akan digunakan dan mengirim resi
pengiriman.

f) Memberikan total bembelian barang termasuk dengan jasa pengiriman.

g) Membuat testimony kepuasan pelanggan agar calon pembeli lebih percaya akan akun

jual beli tersebut.
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LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AL-QURAN, HADITS DAN ISTILAH-ISTILAH

Nomor Ayat al-Quran dan )
Hal. Terjemahan Ayat
Footnote Hadits
g . Q.S. (2) al Baqgarah : | Allah telah menghalalkan jual beli
9
275
24 28 Ibnu Qudamah yang | Saling menukar harta dengan
dikutip oleh Wabah al- | harta dalam bentuk pemindahan
Zuhaily milik dan pemilik
25 30 Q.S.(2) al-Bagarah : | Allah telah menghalalkan jual beli
275 dan mengharamkan riba.
13 18 Q.S. (2) al Baqarah : | Tidak ada dosa bagimu untuk
198 mencari  karunia (rizeki hasil
perniagaan) dari Tuhanmu
13,25,39 | 18,29.51 | Q.S. (4) an-Nisa’ : 29 | Kecuali dengan jalan perniagaan
yang berlaku dengan suka sama
suka di antara kamu...
26 33 Hadis dari al-Baihaqi, | Jual beli itu didasarkan atas suka
Ibn Majah dan Ibn | sama suka
Hibban
4 18 Q.S. 59 (Al-Hasyr): 7 Agar harta itu jangan hanya
| beredar di antara orang-orang

kaya saja di antara kamu
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